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ABSTRAK
The spirit of reform resulted in a new system of governance called regional
autonomy and a regional development strategy as well as the empowerment and
development in accordance with the conditions of Indonesian society is currently in
progress in order to develop democracy in various aspects. This strategy is
implemented as a counter to the economic crisis and the confidence which then
impact on the change of political power in Indonesia. Regional autonomy and the
problem has been a growing discourse in line with the implementation of regional
autonomy in Indonesia. Regional autonomy is an idea that is ideal for the Republic
of Indonesia, but it does not mean that the concept can be implemented simply
flawless and shortcomings. The implementation of regional autonomy and the
problem is still to be studied for academicians and practitioners government,
because our country is currently still continue to seek the most appropriate form in
the Indonesian community welfare efforts. The negative impact of the emergence of
regional autonomy is an opportunity for the individuals at the local level for various
offenses , the appearance of conflict between the central government , and the
emergence of the gap between high -income areas Dangan area still
berkembang.Bisa seen that there are still many problems accompany the passage
of regional autonomy in Indonesia . The problems that would have sought a solution
and the solution so that the original purpose or noble ideals of autonomy can be
achieved and realized will.
Keywords:  Local autonomy, economic crisis, reform, strategy, counter

ABSTRAK
Semangat reformasi menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan
baru yang disebut otonomi daerah dan merupakan strategi pembangunan serta
pemberdayaan daerah sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat
Indonesia saat ini yang sedang berjalan dalam rangka mengembangkan demokrasi
di berbagai segi. Strategi ini diterapkan sebagai counter terhadap terjadinya krisis
ekonomi dan kepercayaan yang kemudian berimbas pada pergantian kekuasaan
politik di Indonesia. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana
yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik
Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu
saja tanpa cela dan kekurangan. Pelaksanaan otonomi daerah dan
permasalahannya hingga saat ini masih menjadi kajian bagi kalangan akademis dan
praktisi pemerintahan, oleh karena Negara kita saat ini memang masih terus
mencari bentuk yang paling tepat dalam upaya mensejahterakan masyarakat
Indonesia. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya
kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai
pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat,
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serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan
daerah yang masih berkembang.Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan
yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-
permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal
ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan
baik.
Kata kunci : otonomi daerah, krisis ekonomi, reformasi, strategi, counter

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah
dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tentang otonomi daerah
ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga
kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi. Kedua UU ini bagaikan sekeping mata
uang yang tidak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut
memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas,
nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing
daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber
pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan
dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan
pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Memang harapan dan kenyataan tidak lah akan selalu sejalan. Tujuan atau
harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan juga berjalan baik. Namun ketidaktercapaian harapan itu nampak nya
mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak
permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia.
Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar
tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.

Memang harapan dan kenyataan tidak lah akan selalu sejalan. Tujuan atau
harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan juga berjalan baik. Namun ketidaktercapaian harapan itu nampak nya
mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak
permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia.
Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar
tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut : 1) Sebagai bahan kajian dalam bidang ilmu keuangan daerah dan
sector public serta dapat dijadikan sebagai salah bahan referensi untuk penelitian
selanjutnya, dan 2) Menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam
pengelolaan perencanaan pembangunan daerah.



Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, April 2016 : 206-215 ISSN 2337-4314

208

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan

mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut
peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-
undangan pusat yang sudah berlaku. Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004
pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan penjelasan undang-undang No. 32 tahun 2004, bahwa
pemberian kewenangan otonomi daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada
desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yaitu :

a. Kewenangan Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan
kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup
pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

b. Otonomi Nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

c. Otonomi yang Bertanggung Jawab adalah berupa perwujudan
pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan
kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan
dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan
demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat
antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan
Negara Kesatuan republic indonesia.

Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang
Pemerintah daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :

1) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang  Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem
Negara Kesatuan republik indonesia.

2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu.

3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah atau
desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa serta dari
pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik
(public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya
terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada
masyarakat.

b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan.
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Yuliati (2001:22), menyatakan bahwa salah satu ciri utama daerah mampu
dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan
daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan
mengurangi  tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Menurut suparmoko
(2002:61), mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Permasalahan Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia
Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang

sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangkal lagi, bahwa
otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan
daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena
sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai
pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu,
pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan
pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru
mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut
tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak
menguntungkan tersebut.

Akan tetapi apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbersit
kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan
yang jika tidak segera dicari pemecahannya, akan menyulitkan upaya daerah untuk
memajukan rakyatnya? Jika jawabannya tidak, tentu akan sangat naif. Mengapa?
Karena, tanpa disadari, beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi
pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. Ada beberapa permasalahan yang
dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada
susunan ketatanegaraan Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Adanya Eksploitasi Pendapatan Daerah
Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih

besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan
pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam
kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk, risiko bawaan,
bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan
pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus
mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun
pembangunan.

Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola
tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan
pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu akan sangat
gampang diterapkan karena kekuatan kohersif yang dimiliki oleh institusi
pemerintahan; sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara demokratis
modern. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena
ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha
(enterpreneurship).

Bila dikaji secara matang, instensifikasi perolehan pendapatan yang
cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan
baru dalam jangka panjang, dari pada manfaat ekonomis jangka pendek bagi
daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang harus ditanggung warga
masyarakat. Meskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat
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hanya berkisar seratus rupiah, akan tetapi jika dihitung secara agregat jumlah uang
yang harus dikeluarkan rakyat perbulan tidaklah kecil, terutama jika pembayar pajak
atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan memadai. Persoalan
kedua terletak pada adanya kontradiksi dengan upaya pemerintah daerah dalam
menggerakkan perekonomian di daerah. Bukankah secara empiris tidak
terbantahkan lagi bahwa banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya
ekonomi yang ujung-ujungnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi
daerah setempat. Kalau pemerintah daerah ingin menarik minat investor sebanyak-
banyaknya, mengapa pada saat yang sama justru mengurangi minat investor untuk
berinvestasi ?

2. Pemahaman terhadap Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang
Belum Mantap

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal.
Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah.
Untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Untuk
mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk
membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai sarana bagi
percepatan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa. Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan
otonomi haruslah mantap.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU
No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka
sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah, dalam
banyak hal melewati provinsi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, semua fungsi
pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan
fiskal, urusan perdagangan dan hukum, telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan
kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik
seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan provinsi bertindak sebagai
koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal
itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.

Kedua undang-undang ini, mencerminkan realitas politik bahwa warga negara
Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar dalam mengelola
urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini
belum dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun sistem desentralisasi telah
dilaksanakan. Mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih
belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan
sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang
sistem pemerintahan yang baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi
yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk untuk memenuhi kebutuhan rakyat
“sebagai pengguna jasa” adalah pelayanan publik yang ideal. Untuk merealisasikan
bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi diperlukan
perubahan paradigma secara radikal dari aparat birokrasi sebagai unsur utama
dalam pencapaian tata pemerintahan lokal.

3. Penyediaan Aturan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Belum Memadai.
Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik riil yang baru.

Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur
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dan bupati/walikota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah
pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas
kesepakatan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu:
Pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi
kepada pemerintahan di daerah. Kedua, desentralisasi telah menggelembungkan
semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga
memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Istilah “putra daerah”
mengemuka di mana-mana mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui
semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah haruslah diduduki
oleh tokoh-tokoh asli dari daerah bersangkutan.

Hubungan pusat dan daerah juga masih menyimpan ancaman sekaligus
harapan. Menjadi sebuah ancaman karena berbagai tuntutan yang mengarah
kepada disintegrasi bangsa semakin besar. Bermula dari kemerdekaan Timor Timur
(atau Timor Leste) pada tanggal 30 Agustus 1999 melalui referendum. Berbagai
gelombang tuntutan disintegrasi juga terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh,
Papua, Riau dan Kalimantan. Meskipun ada sejumlah kalangan yang menganggap
bahwa kemerdekaan Timor Timur sudah seharusnya diberikan karena perbedaan
sejarah dengan bangsa Indonesia dan merupakan aneksasi rezim Orde Baru, tetapi
efek domino yang timbulkannya masih sangat dirasakan, bahkan dalam MoU
Helsinki yang menghasilkan UU Pemerintahan Aceh. Gejolak terus berlanjut hingga,
Aceh dan Papua akhirnya diberi otonomi khusus.

4. Kondisi SDM Aparatur Pemerintahan yang Belum Menunjang Sepenuhnya
Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah. Sebagian pemerintah daerah bisa
melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan
rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada 20 % pemerintah
daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan
rakyat di daerah. Namun masih 80 % pemerintah daerah dinilai belum berhasil
menjalankan visi, misi dan program desentralisasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat di wujudkan melalui
peningkatan kapasitas dan kompetensi yang di miliki manusia sebagai
pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan
sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam artian mentalitas,
integritas maupun kapasitasnya.

Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur
dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda
organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu kualitas mentalitas dan kapasitas manusia
yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang
menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah.

5. Korupsi di Daerah.
Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan

berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi
dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti
bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-
hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding.
Juga, mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan
kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh
lebih besar dari pada sebelumnya. Belum lama diberitakan di Harian Kompas



Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, April 2016 : 206-215 ISSN 2337-4314

212

bagaimana legislatif Kota Yogya membagi dana 700 juta untuk 40 anggotanya atau
17,5 juta per orang dengan alasan menutup biaya operasional dan kegiatan
kesekretariatan. Mengapa harus ada bagi-bagi sisa anggaran? Tidakkah jelas
aturannya bahwa sisa anggaran seharusnya tidak dihabiskan dengan acara bagi-
bagi, melainkan harus disetorkan kembali ke Kas Daerah? Dipandang dari
kacamata apapun perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai menerima uang
yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral, terlebih jika hal itu
dilakukan dengan sangat terbuka.

Sumber praktik korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses
pengadaan barang-barang dan jasa daerah (procurement). Seringkali terjadi harga
sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. Kolusi antara
bagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal yang jamak. Pemberian fasilitas
yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hibah dari pihak ketiga
kepada pejabat daerah sudah menjadi hal biasa yang tidak pernah diributkan dari
dulu. Kalau dicermati dan dinalar, berapa kenaikan kekayaan pejabat daerah
setelah mereka menjabat posisi tertentu? Seberapa drastis perubahan gaya hidup
para pejabat publik itu?

6. Adanya Potensi Munculnya Konflik Antar Daerah
Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik

horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota, sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 tahun
1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkhis antara pemerintah
provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota,sehingga pemerintah kabupaten /kota
menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah muncul gejala etno-sentrisme atau
fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etno-sentrisme ini terlihat
dalam beberapa kebijakan di daearah yang menyangkut pemekaran
daerah,pemilihan kepala daerah,rekruitmen birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan
lainnya.

Selain itu, ancaman disintegrasi juga dapat memicu sebuah konflik. Paham
pelimpahan wewenang yang luas kepada daerah merupakan politik belah bambu
yang telah lama dipupuk sejak zaman penjajahan. Otonomi daerah telah
mengkotak-kotakan wilayah menjadi daerah basah dan daerah kering.
Pengkavlingan ini semakin mencuatkan ketimpangan pembangunan antara daerah
kaya dan daerah miskin. Adanya potensi sumber daya alam di suatu wilayah, juga
rawan menimbulkan perebutan dalam menentukan batas wilayah masing-masing.
Konflik horizontal sangat mudah tersulut. Di era otonomi darah tuntutan pemekaran
wilayah juga semakin kencang dimana-mana. Pemekaran ini telah menjadikan NKRI
terkerat-kerat menjadi wilayah yang berkeping-keping. Satu provinsi pecah menjadi
dua-tiga provinsi, satu kabupaten pecah menjadi dua-tiga kabupaten, dan
seterusnya. Semakin berkeping-keping NKRI semakin mudah separatisme dan
perpecahan terjadi. Dari sinilah bahaya disintegrasi bangsa sangat mungkin terjadi,
bahkan peluangnya semakin besar karena melalui otonomi daerah campur tangan
asing semakin mudah menelusup hingga ke desa-desa.

Pemaknaan otonomi secara kultural memandang politik lokal sebagai
kesatuan nilai, kultur, kustom, adat istiadat dan bukan sebagai konsep politik.
Perspektif ini juga mengakui kemajemukan masyarakat namun dalam arti sosio-
kultural, di mana setiap masyarakat dan lokalitas adalah unik sehingga setiap
masyarakat dan lokalitas memiliki hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan identitas
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diri yang berbeda dengan identitas nasional. Pemahaman inilah yang kemudian
memunculkan berbagai kebijakan daerah yang bernuansa etnisitas. Sedikit banyak
karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik dan terfragmentasi, turut
mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya etnonasionalisme. Pola hubungan
antar etnis dilakukan dalam proses yang linear tanpa adanya potensi bagi terjadinya
cross-cutting afiliation. Akibatnya, tidak ada ruang bagi bertemunya berbagai etnis
secara sosial. Secara politik, berlakunya politik aliran menyebabkan sudah dapat
dipastikan bahwa ia akan memilih partai Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa
pola interaksi antar etnis menjadi sulit dilakukan karena tidak ada ruang baginya
untuk mengenal etnis lain, apalagi memahami etnis lain di luar stereotip yang
selama ini mengemuka. Maka yang kemudian timbul dan menguat adalah identitas
etnisnya dan bukan identitas kebangsaan yang inheren dalam nasionalisme.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Masalah Otonomi Daerah di Indonesia
Pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan

tersendiri, terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan
kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat
daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika kini
keduanya baru muncul dipermukaan sekarang, tidak lain karena momentum
otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Untuk menyiasati beratnya
beban anggaran, pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif,
selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi
disinsentif bagi perekonomian daerah, yaitu (1) efisiensi anggaran, dan (2)
revitalisasi perusahaan daerah. Saya sepenuhnya yakin bahwa banyak pemerintah
daerah mengetahui alternatif ini. Akan tetapi, jika keduanya bukan menjadi prioritas
pilihan kebijakan maka pemerintah pasti punya alasan lain. Dugaan saya adalah
bahwa pemerintah daerah itu malas! Pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat
(strong will) untuk melakukan efisiensi anggaran karena upaya ini tidak gampang. Di
samping itu, ada keengganan (inertia) untuk berubah dari perilaku boros menjadi
hemat.

Upaya revitalisasi perusahaan daerah pun kurang mendapatkan porsi yang
memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Sudah menjadi
hakekatnya bahwa pemerintah cenderung melakukan kegiatan atas dasar kekuatan
paksa hukum, dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip pasar, sehingga ketika
dihadapkan pada situasi yang bermuatan bisnis, pemerintah tidak bisa
menjalankannya dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini pemerintah
daerah bisa menempuh jalan dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan
daerah kepada swasta melalui privatisasi.

Pemeritah juga seharusnya merevisi UU yang dipandang dapat menimbulkan
masalah baru. Di bawah ini penulis merangkum solusi untuk keluar dari masalah
Otonomi Daerah tanpa harus mengembalikan kepada Sentralisasi. Jika pemerintah
dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut. Pasti kesejahteraan
masyarakat segera terwujud.

1. Membuat masterplan pembangunan nasional untuk membuat sinergi
Pembangunan di daerah. Agar menjadi landasan pembangunan di daerah
dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah.
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2. Memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme
dengan mengadakan kegiatan menanaman nasionalisme seperti kewajiban
mengibarkan bendera merah putih.

3. Melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian
korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya
tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi.

4. Melakukan pengawasan Perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan
peraturan diatasnya yang lebih tinggi.

5. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan
daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik.

6. Meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih
mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah.

7. Melaksanakan Good Governence dengan memangkas birokrasi (reformasi
birokrasi), mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat. Melakukan
efisiensi anggaran.

8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor SDA dan Pajak serta
mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat

mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dimana
untuk mewujudkan keadaan tersebut,berlaku proposisi bahwa pada dasarnya
segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk
mengidentifikasikan,merumuskan,dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-
persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam
perspektif keutuhan negara- bangsa.

Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan
bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran,
munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya
kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih
berkembang.Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi
berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu
harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal ataupun cita-cita luhur dari
otonomi daerah dapat tercapaida terwujud dengan baik

Saran
Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran antara

lain:
1. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan
antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah.

2. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan
dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling
dekat dengan masyarakat.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga
perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada
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masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat
memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat
pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak
aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi
Daerah.
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